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Tentang  
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Pemohon :   Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga 
Jenis Perkara : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD 1945). 

Pokok Perkara : Pasal 288 dan Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terhadap 
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 

Amar Putusan :   1.  Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 293 ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 
“pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan 
tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau 
kuasanya”; 

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan 
selebihnya. 

Tanggal Putusan :   Rabu, 15 Desember 2021. 
Ikhtisar Putusan : 

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang telah dirugikan 
mengenai pemenuhan hak konstitusional untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang 
dipositifkan di dalam KUHP, yaitu dengan berlakunya norma-norma dalam Pasal 288 dan 
Pasal 293 KUHP yang dinilai multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas; 
 Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena para Pemohon menguji Undang-
Undang, in casu Pasal 288 dan Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terhadap UUD 1945, 
maka Mahkamah berwenang mengadili dan memutus Permohonan a quo. 
 Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, oleh karena para Pemohon telah 
dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang dijamin 
dalam UUD 1945 setidak-tidaknya kerugian potensial dengan berlakunya norma Pasal 288 
dan Pasal 293 KUHP yang diajukan dalam permohonan pengujian a quo, sehingga dengan 
demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 
sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 
 Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 288 
ayat (1) KUHP sepanjang frasa “belum waktunya untuk dikawin” dan Pasal 293 ayat (1) 
KUHP sepanjang frasa “belum dewasa” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “batas umur 19 Tahun". Begitu pula, 
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dengan Pasal 293 ayat (2) KUHP, para Pemohon memohon agar norma a quo dimaknai 
secara bersyarat sepanjang frasa “penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang 
terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu” (delik aduan absolut) diubah menjadi delik biasa. 
 Terhadap permohonan para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk 
menegaskan berkaitan “batas umur” sebagai usia minimal untuk dapat melangsungkan 
perkawinan, Mahkamah telah menegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 yang dalam Paragraf [3.17]. Berdasarkan 
kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan batas usia termasuk dalam 
hal ini batas usia perkawinan sesungguhnya Mahkamah telah menegaskan batas dimaksud 
yang kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatakan batas usia dimaksud 
adalah 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, frasa “belum waktunya untuk dikawin” 
sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 288 ayat (1) KUHP dan frasa “belum dewasa” 
dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP telah terjawab dengan perubahan norma dimaksud. Namun 
demikian, perubahan yang berkaitan dengan penentuan batas usia bukanlah menjadi 
kewenangan Mahkamah untuk menentukannya. Oleh karena itu, melalui Putusan a quo 
Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan batas usia 
dalam frasa “belum waktunya untuk dikawin” dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP dan frasa 
“belum dewasa” dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP pada perubahan KUHP sesuai dengan 
semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut. 
 Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon 
berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 288 ayat (1) KUHP, sepanjang frasa “belum 
waktunya untuk dikawin”, dan Pasal 293 ayat (1) KUHP sepanjang frasa “belum dewasa” 
adalah tidak beralasan menurut hukum. 
 Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon terkait dengan 
inkonstitusionalitas norma Pasal 293 ayat (2) KUHP agar dimaknai secara bersyarat 
sepanjang frasa “penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya 
dilakukan kejahatan itu” (delik aduan absolut) diubah menjadi delik biasa. Terhadap hal 
tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
 Bahwa berkenaan dengan korban tindak pidana dalam perbuatan asusila termasuk 
dalam hal ini tindak pidana pencabulan yang menjadi korban tidak saja orang dewasa akan 
tetapi sangat dimungkinkan dialami oleh anak di bawah umur. Oleh karena itu, berkaitan 
dengan syarat untuk dapat diprosesnya tindak pidana tersebut diperlukan adanya laporan 
berkenaan dengan telah terjadinya peristiwa pidana yang hal tersebut dapat dilakukan oleh 
masyarakat maupun korban secara langsung.  
 Secara doktriner laporan adanya peristiwa pidana dapat dilakukan oleh masyarakat 
terutama terjadi pada tindak pidana biasa yang tidak dipersyaratkan adanya keharusan 
pengaduan dari pihak yang menjadi korban (delik biasa) [vide Pasal 108 ayat (1) KUHAP]. 
Namun demikian, terdapat peristiwa pidana yang diperlukan adanya persyaratan khusus 
untuk dapat ditindaklanjuti peristiwa pidana tersebut pada tingkat penyidikan dengan syarat 
secara khusus harus ada pelaporan atau pengaduan dari korban, sebagaimana yang 
dipersyaratkan dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP. Berkenaan dengan persyaratan dimaksud 
penting bagi Mahkamah untuk menyatakan faktor usia atau kedewasaan memiliki peran 
berkenaan dengan ada tidaknya laporan tersebut sebagai syarat formal untuk dapat 
ditindaklanjutinya suatu peristiwa pidana. Dalam hal ini, dalam batas penalaran yang wajar, 
bilamana korban dari tindak pidana adalah anak di bawah umur, anak di bawah umur 
dimaksud memiliki banyak keterbatasan untuk melaporkan peristiwa pidana yang 
dialaminya. Sehingga, sulit bagi proses penegakan hukum yang hanya mengandalkan untuk 
dilakukannya penyidikan terhadap laporan korban, in casu yang korbannya adalah anak di 
bawah umur yang secara pengetahuan, psikologis, dan lain-lain memiliki banyak 
keterbatasan. Sementara itu, korban yang merupakan anak di bawah umur akan membawa 
dampak sangat serius berkaitan dengan kelangsungan masa depan korban anak di bawah 
umur yang bersangkutan. Namun demikian, berkenaan dengan laporan atau pengaduan 
sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP acapkali menimbulkan 
dilema, di mana tidak setiap korban termasuk keluarga korban menghendaki adanya laporan 
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atau pengaduan tersebut dengan pertimbangan akan terbukanya aib atas peristiwa pidana 
yang menimpa korban. Namun demikian, di sisi lain tindak pidana sebagaimana diatur dalam 
Pasal 293 ayat (2) KUHP adalah tindak pidana yang serius dan tidak dapat dibenarkan, baik 
dari sisi agama, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Oleh karena itu, untuk 
menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum atas tindak 
pidana yang telah dilakukan maka ketiadaan laporan atau pengaduan dari korban tidak 
dapat dijadikan alasan untuk tidak mengungkap peristiwa pidana tersebut. Dengan demikian, 
Mahkamah berpendapat untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh korban anak di 
bawah umur, di samping dapat dilaporkan atau diadukan oleh anak dimaksud, laporan atau 
pengaduan terhadap peristiwa pidana yang terjadi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, 
atau kuasanya. 
 Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, syarat pelaporan atau pengaduan 
berkenaan dengan korban anak di bawah umur dalam tindak pidana Pasal 293 ayat (2) 
KUHP menurut Mahkamah harus dilakukan penyesuaian agar dapat mengakomodir 
perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sebagaimana telah dipertimbangkan 
tersebut di atas. Oleh karena itu, terhadap frasa “penuntutan dilakukan hanya atas 
pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu” sebagaimana termaktub 
dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengaduan dapat dilakukan 
tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau 
kuasanya”. Dengan demikian, dalil para Pemohon selebihnya berkaitan dengan norma Pasal 
293 ayat (2) KUHP a quo harus dimaknai dari “delik aduan absolut” menjadi “delik biasa” 
tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Sebab, dengan telah dimaknainya norma Pasal 
293 ayat (2) KUHP berkaitan dengan pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban 
akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya. Oleh karena itu, delik 
aduan absolut yang termaktub dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP dengan sendirinya menjadi 
delik aduan relatif.  
 Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon 
berkenaan dengan Pasal 293 ayat (2) KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum 
sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan telah menghilangkan hak 
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat sebagaimana termaktub 
dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 

Dengan demikian, terhadap permohonan a quo, Mahkamah menjatuhkan putusan 
yang amarnya sebagai berikut: 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 293 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “pengaduan 
dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh 
orang tua, wali, atau kuasanya”; 

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya; 

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 
 

 


